ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan dan prosedur penyelesaian
sengketa administratif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan studi
kasus Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian
ini berfokus pada pemeriksaan dan penyelesaian sengketa Pilkada, serta kesesuaian
kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa administratif berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyelesaian sengketa administratif Pilkada pada dasarnya menjadi
kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN),
sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa hasil
Pilkada. Namun, dalam Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah
Konstitusi turut memeriksa dan memutus perkara yang berawal dari pelanggaran
administratif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga
menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan antar lembaga penyelesaian
sengketa Pilkada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih
kewenangan yang berdampak terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam
penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan terkait
pembagian kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa administratif agar
tercipta sistem penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih efektif, adil, dan

memberikan kepastian hukum.
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